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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Negara Hukum 

Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan 

oleh Plato dalam karyanya yang berjudul Nomoi. Dalam Nomoi, Plato 

mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada 

aturan hukum yang baik. Pemikiran ini adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-

wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan 

pemerintahan yang tidak adil. 

Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika dilanjutkan oleh 

Aristoteles yang menulis buku berjudul Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara 

yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 

Setidaknya, ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: 

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; 

2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-

wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; 

3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas 

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan atau tekanan yang 

dilaksanakan pemerintah despotik.14 

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi 

merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang 

dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. 

                                                             
14 Aristoteles, Politik (La Politika), Visimedia, Jakarta, 2008, h. 58 
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Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa mengatur negara dengan 

aturan-aturan tersebut.15 

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan 

kostitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatsan 

kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara 

beserta perlindungannya. Meskipun tidak semua  negara yang memiliki konstitusi 

diilhami oleh semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi 

kepentingan individu dan warganya melalui konstitusi dianggap paling 

memungkinkan. Bahkan, Sri Soemantri menegaskan bahwa tidak ada suatu 

negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar, 

negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lain.16 Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum 

identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi 

sebagai aturan main (rule of the game) kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan 

kemasyarakatan. Sependapat dengan itu, Algra dan Jansen mengemukakan bahwa 

negara hukum menjadikan hukum sebagai aturan main dalam penyelenggaraan 

kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri 

antara lain “….opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig 

to ordenen”17 

                                                             
15 Ibid. 
16 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987, h. 

18 
17 Ridwan. H.R., Hukum Administrasi Negara, Grafindo, Jakarta, 2006, h. 20 
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Negara hukum menurut Bothling adalah “de staat, waarin de wilvriheid van 

gezagsdragers is beperket door grenxen van recht”.18 Lebih lanjut ia mengatakan 

bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan diwujudkan 

dengan cara, “Enerzids in een binding van rechter en administratie aan de wet, 

anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever”.19 

Wade mengatakan bahwa dalam negara, segala sesuatu harus dilakukan 

menurut hukum (everything must be done according to law). Negara hukum 

menentukan bahwa pemerintah hanya tunduk pada hukum, bukannya hukum yang 

harus tunduk kepada pemerintah.20 

Selanjutnya, ditinjau dari perspektif historis Brian Z. Tamanaha 

mengemukakan, Negara hukum merupakan negara yang berkembang dari prinsip 

“freedom under the rule of law” yakni negara yang didasarkan pada kebebasan, 

namun dalam perkembangannya kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum.21 

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu 

negara hukum, terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau 

peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, 

untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara 

tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, hukum tata 

negara membutuhkan hukum lain yang bersifat teknis yaitu hukum administrasi 

                                                             
18 Ibid. h. 18 
19 Ibid. 
20 Ibid. h. 19 
21 Brianz Z. Tamanaha, On the Rule of Law, History, Politic, Theory, ed. 4 Cambridge 

university Press, Cambridge, 2006, h. 6 
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negara. Seperti yang diibaratkan oleh Oppenheimer mengenai hukum tata negara dan 

hukum administrasi negara, dikatakan bahwa hukum tata negara adalah negara dalam 

keadaan diam (staat in rust) sedangkan hukum administrasi negara merupakan negara 

dalam keadaan bergerak (staat in beweging).22 

Menurut Ten Berge, hukum administrasi negara adalah “in het verlengde van 

het staatrecht” atau “als secundair recht heeft meer betrekking op de nadere 

differentiatie van de publieke rechtsorde onder invloed van de taakuitoefening door 

de overheid”.23 Atas dasar ini tampak bahwa keberadaan hukum administrasi negara 

seiring dengan keberadaan negara hukum dan hukum tata negara. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, Gagasan atau ide Negara Hukum, selain terkait 

dengan konsep “rechtsstaat” dan “the rule of law”, juga berkaitan dengan konsep 

“nomocracy” yang berasal dari perkataan “nomos”  dan “cratos”. Perkataan 

nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan “demos” dan “cratos” atau “kratien” 

dalam demokrasi. “Nomos”  berarti norma, sedangkan “cratos” adalah kekuasaan.24 

Yang dibayangkan sebagai  faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah 

norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide 

kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. 

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, hal itu 

dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat 

                                                             
22 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1. Rajawali Pers, Jakarta, 

2013, h. 89. 
23 Ridwan. H.R., Op.Cit. h. 20 
24 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, h. 122. 
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menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”.  Yang sesungguhnya dianggap 

sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.25 

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan 

lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam 

tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. 

Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”.26 

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 

“rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 

1. Perlindungan hak asasi manusia (Human Right Protection); 

2. Pembagian kekuasaan (Separation of Power/Scheiding van Machten); 

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (Wet een Rechtmatigeheid van 

Het Bestuur); 

4. Peradilan tata usaha Negara (Administrative Court/Administratieve 

Rechtspraak).27 

Sementara itu. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

Negara  Hukum  yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: “ (1). 

Supremacy of Law; (2). Equality before the law;(3). Due Process of Law”.28 

Keempat prinsip “rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut 

di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang 

dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di 

                                                             
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 A. Mukti Fajar, Op.Cit, h. 42 
28 Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat), Refika Aditama,Bandung, 

2009, h. 10 
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zaman sekarang.29 Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-

prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak 

memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin 

dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara hukum demokrasi.30 Prinsip-prinsip 

yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission 

of Jurists” itu adalah: “ 

1. Negara harus tunduk pada hukum; 

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; 

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak “.31 

Selanjutnya, Ten Berge, mengemukakan prinsip-prinsip negara hukum 

sebagai berikut: 

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus 

ditemukan dasar hukumnya dalam undang-undang yang merupakan 

peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan 

terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang; 

2. Perlindungan hak-hak asasi; 

3. Pemerintah terikat pada hukum; 

4. Monopoli paksaan pemerintah untuk mejamin penegakan hukum. Hukum 

harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus 

menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrumen yuridis 

penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar 

hukum melalui sistem peradilan negara. Dengan demikian, memaksakan 

hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah; 

5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritas hukum tidak dapat 

ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh 

                                                             
29 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi… Loc.Cit.  
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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pemerintahan. Oleh karenanya, dalam setiap negara hukum diperlukan 

pengawasan oleh hakim pradilan yang merdeka.32 

Demikian halnya dengan Van Wijk, ia merumuskan prinsip-prinsip 

rechtsstaat sebagai berikut: 

1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dalam arti, pemerintah hanya 

memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang 

dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya; 

2. Hak-hak Asasi, terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang 

harus dihormati oleh pemerintah; 

3. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan 

pada suatu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang 

berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga 

keseimbangan; 

4. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan 

harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.33 

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum 

Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum 

Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam 

arti peraturan perundang-undangan tertulis.34 Sedangkan yang kedua, yaitu Negara 

Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di 

dalamnya.35 Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “Law in a Changing 

Society” membedakan antara “rule of law”  dalam arti formil yaitu dalam arti 

“organized public power” , dan “rule of law”  dalam arti materiel yaitu “the rule of 

just law”.36 Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi 

negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, 

                                                             
32 Ridwan. H.R., Hukum…. Loc.Cit. 
33 Ibid. h. 10-11 
34 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, h.9 
35 Ibid. 
36 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi…. Op. Cit., h. 3 
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terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh 

aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum 

materiel.37 Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan 

perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan 

juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. 

Karena itu, di samping istilah “the rule of law” oleh Friedman juga dikembangikan 

istilah “the rule of just law”  untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang 

“the rule of law”  tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar 

memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.38 Berkaitan dengan 

ini, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, kalaupun istilah yang digunakan tetap “the 

rule of law”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam 

istilah “the rule of law” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara 

Hukum di zaman sekarang.39 Lebih lanjut dikatakan: 

Terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas,  konsepsi tentang 

Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku 

kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 

dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian 

Negara Hukum (Rechtsstaat), para ahli selalu saja mengemukakan empat 

unsur “rechtsstaat”, dimana unsurnya yang keempat adalah adanya 

“administratieve rechtspraak”  atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri 

pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara 

Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidak-

tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata 

Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (Rechtsstaat) 

sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil 

inovasi intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi 

                                                             
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, (Makalah), h. 4 
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Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan, sedangkan Mahkamah 

Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping 

Mahkamah Agung atas jasa Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk 

pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata 

usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara 

adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu 

ciri utama Negara Hukum kontemporer. Dengan demikian, patut kiranya 

dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi Negara 

Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad 

ke-21 sekarang ini.40 

Bagir Manan mengatakan, “konsep negara hukum sangat terkait dengan 

sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan”.41 Dalam literatur lama 

pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar 

yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Lebih lanjut 

ia mengatakan, tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem 

tersebut, terdapat juga sistem hukum yang lainnya, seperti hukum islam, sistem 

sosialis dan lain-lain.42 Pengelompokan itu lebih bercorak historis atau akademik, 

yang dalam kenyataannya akan dijumpai sebagai berikut: 

1. Terdapat sistem-sistem hukum yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi 

hukum Eropa Kontinental dan tradisi hukum Anglo Saxon, atau gabungan 

antara tradisi Eropa Kontinental dan tradisi hukum Sosialis, ataupun 

gabungan antara tradisi hukum Anglo Saxon dengan tradisi hukum 

Sosialis. 

2. Terdapat sistem-sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam 

salah satu dari kelompok di atas. Misalnya, negara-negara yang 

mengidentifikasikan diri dengan tradisi hukum ajaran Islam (The Moslem 

Legal Tradition).43 

                                                             
40 Ibid. 
41 Bagir Manan, Peranan Hukum Administrasi Negara, Hill-Co, 1995, h. 5 
42 Ibid. h. 18 
43 Ibid. 
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Menurut Thahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan 5 macam konsep 

negara hukum, yaitu sebagai berikut: 

1. Nomokrasi Islam, konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di 

negara-negara islam. 

2. Rechtsstaat, konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara eropa 

kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman dan Perancis. 

3. Rule of Law, konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara anglo 

saxon seperti: Amerika Serikat dan Inggris. 

4. Socialis Legality, konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara 

komunis. 

5. Konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum yang 

diterapkan di Indonesia.44 

Lebih lanjut, Tahir Azhary mengemukakan, dalam negara hukum pancasila 

tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun 

secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dan agama dalam negara 

hukum pancasila berada pada hubungan yang harmonis.45 

Tahir Azhary menambahkan, meskipun dalam penjelasan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) digunakan 

istilah Rechtstaat, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep 

Rechtsstaat dan bukan pula Rule of Law.46 Melainkan konsep negara hukum 

pancasila dengan ciri-ciri: 

1) Ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 

2) Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa; 

3) Kebebasan agama dalam arti positif; 

4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; dan 

                                                             
44 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995, h.  63-74 
45Ibid. 
46Ibid. 
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5) Asas kekeluargaan dan kerukunan.47 

Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: 

1) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; 

2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

undang Dasar (Constitutional democracy); 

3) Kekuasaan berdasarkan konstitusi atau Undang-undang Dasar 

(Government under the constitution); 

4) Persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law); 

5) Peradilan yang bebas dan mandiri (Independence and impartiality 

judiciary).48 

Menurut Nurul Qamar setidaknya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan 

dalam negara hukum pancasila: 

1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga 

pengingkaran terhadap tuhan yang maha esa (ateisme) atau sikap 

memusuhi tuhan yang maha esa tidak dibenarkan; 

2) Ada hubungan yang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara 

rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik 

Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara.49 

Oleh karena itu, tidak keliru jika Philipus M. Hadjon juga menggunakan 

peristilahan Negara Hukum Pancasila dengan mengemukakan bahwa negara hukum 

pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan Rechtstaat maupun 

Rule of Law dengan alasan sebagai berikut: 

a) Baik konsep Rechtsstaat maupun Rule of Law dari latarbelakang 

sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenang-

wenangan penguasa, sedangkan negara republik indonesia sejak 

perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan 

atau absolutisme; 

                                                             
47 Ibid. h. 20 
48 Nurul Qamar, Op.Cit. h. 48 
49 Ibid. h. 49 
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b) Baik Rechtstaat maupun Rule of Law menempatkan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan 

Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian 

hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 

c) Untuk melindungi hak asasi manusia konsep Rechtstaat mengdepankan 

prinsip wetmatigheid dan Rule of Law mengdepankan prinsip equality 

before the law, sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas 

kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.50 

Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kelompok 

dalam konsep negara hukum tersebut di atas, namun akibat penjajahan Belanda yang 

menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System), maka pembentukan 

negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum 

Eropa Kontinental. 

2.2. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tata 

kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib, dengan 

demikian maka persamaan dan kedudukan warga negara dijamin.  Berdasarkan uraian 

di atas maka sangatlah diperlukan perlindungan hukum bagi rakyat. 

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana (instrument) untuk mengatur hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat 

menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, 

namun hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, 

                                                             
50 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, h. 

83. 
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jika dikaitkan dengan keberadaan suatu Negara, hukum dapat difungsikan sebagai 

pelindung warga Negara dari tindakan pemerintah yang tiranik dan absolut. Untuk 

melembagakan perlindungan hukum bagi warga Negara tersebutlah, maka 

diadakannya lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsinya untuk 

menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan 

gugatan ganti kerugian bagi oknum pemerintah yang melanggar hukum baik dalam 

dataran hukum publik maupun hukum privat (perdata), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda 

dengan seseorang atau badan hukum perdata yang sejajar sehingga pemerintah dapat 

menjadi tergugat maupun penggugat, dalam konteks inilah kedudukan yang sama 

dihadapan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu unsur Negara 

 hukum terimplementasikan. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif dan perlindungan 

hukum represif. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang defenitif, artinya perlindungan hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya 

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.51 Lebih 

lanjut ia mengatakan, perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi 

tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan 
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adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap 

hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.52 

2.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

2.3.1. Pengertian Putusan 

Irfan Fachruddin menjelaskan, putusan adalah hakikat peradilan, inti dan 

tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang 

sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak.53 Dari serangkaian proses 

peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang menentukan hak suatu pihak 

dan beban kewajiban pada pihak lain, sah atau tidaknya suatu tindakan menurut 

hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan 

dalam perkara. Di antara proses peradilan, hanya putusan yang menimbulkan 

konsekuensi krusial kepada para pihak.54 

Kata “putusan” lazim dipadankan dengan kata asing, seperti “vonnis” dari 

bahasa belanda dan kata “judgement” dari bahasa inggris. Menurut Algra, Vonnis 

adalah keputusan yang diberikan oleh hakim sementara mengakhiri perkara yang 

dibawa ke hadapannya dalam bentuk yang disyaratkan.55 Judgement artinya “decision 

                                                             
52 Ibid. 
53 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, 

PT. Alumni (Anggota IKAPI), Bandung, 2008, h. 227 
54 Ibid. 
55 Algra, N.E., et al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, 

Binacipta, Jakarta, 1983. h. 654. 
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of a judge or court”56 (keputusan hakim atau pengadilan). Sedangkan putusan 

menurut pengertian istilah umum adalah hasil dari memutuskan.57 

Sementara Henry Campbell Black mengemukakan pengertian judgement 

sebagai: “The official and authentic decision of a court of justice upon the respective 

rights and claims of the parties to an action or suti there in litigated and submitled to 

its determination”(keputusan pejabat pengadilan yang resmi dan otentik tentang hak 

dan tuntutan suatu pihak terhadap tindakan atau gugatan dimana tuntutan diserahkan 

pada ketetapannya).58 

Selanjutnya, putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah “suatu 

penyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, 

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara para pihak”.59 

Dari beberapa uraian di atas, dengan memperhatikan unsur dari peradilan tata 

usaha negara di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat 

disimpulkan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara adalah pernyataan oleh 

hakim peradilan yang berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pemerintah, dan diucapkan 

pada sidang terbuka untuk umum. 

                                                             
56 Cowie, AP., Oxford Leaner’s Poket Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 

1987. h. 204. 
57 Anton M. Moeliono, dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1995. h. 804. 
58 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 

1990. h. 841. 
59 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988. 

h. 167. 
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2.3.2. Kedudukan Putusan 

Teori “Reine Rechtslehre” atau “The Pure Theory of Law” diterjemahkan ke 

dalam “Teori Hukum Murni” yang terkenal dari Hans Kelsen dapat dipakai 

menentukan kedudukan putusan badan peradilan dalam sistem tata hukum sebagai 

sistem norma yang bertingkat. Ajaran tersebut hanya melihat hukum sebagai kaidah 

yang dijadikan objek ilmu hukum. Diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-

faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya, tetapi yang dikehendakinya adalah 

teori yang murni mengenai hukum. Setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan 

dari kaidah-kaidah (stufenbau). Di puncak stufenbau terdapat grundnorm atau kaidah 

fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Suatu tata kaidah hukum 

merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierakhis yaitu: 1) Kaidah hukum dari 

konstitusi; 2) Kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum 

kebiasaan; 3) Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkret pengadilan.60 

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan: “When settling a dispute between two 

parties…. a court applies, it is true, a general norm of statutory or costumary law. 

But simultaneously the court creates an individual norm . . . . This individual norm is 

related to the general norms. as a statute is related to the constitution”. (Tatkala 

menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak . . . maka pengadilan menerapkan 

suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara 

bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus . . . Norma khusus ini 
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berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan 

dengan konstitusi).61 

Lebih lanjut ditegaskan: 

A judicial decision, eg., is an act by which a general norm, a statute, is 

applied but at the same time an individual norm is created obligating one or 

both parties to the conflict. Legislation is creation of law, but taking into 

account the constitution, we find that it is also application of law. In any act 

of legislation, where the provisions. of the constitution are observed, the 

constitution is applied. The making of the first constitution can likewise be 

considered as an application of the basic norm”. 

(Keputusan pengadilan, misalnya, adalah suatu tindakan penerapan norma 

umum yaitu undang-undang, tetapi pada waktu yang bersamaan terbentuklah 

suatu norma khusus yang mewajibkan salah satu atau kedua belah pihak yang 

berselisih. Pembuatan undang-undang adalah pembentukan hukum, tetapi 

dengan memperhatikan konstitusi, kita menyadari bahwa pembuatan undang-

undang ini pun adalah penerapan hukum. Di dalam setiap tindakan pembuatan 

undang-undang, di mana konstitusi dijalankan, secara bersamaan ketentuan 

konstitusi itu diterapkan. Pembentukan konstitusi yang pertama dapat juga 

dipandang sebagai penerapan norma dasar).62 

Bertumpu pada pendapat Hans Kelsen, kedudukan putusan badan peradilan 

dijelaskan oleh Otje Salman: 

. . . . hukum itu bersifat hierarkhis artinya, hukum itu tidak bersifat 

bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Di mana urutannya 

adalah sebgai berikut: yang paling bawah itu putusan badan peradilan, atasnya 

undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas 

disebutnya grundnrom. Kelsen tidak menyebutkan apa itu grundnorm, dan 

hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang 

bersifat metayuridis . . .63 

Selanjutnya, K.C. Wheare menggunakan istilah natural law (hukum alam) 

sebagai dasar konstitusi, dikatakan: “A constitution blind in so far as it is in 
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accordence with natural law. Neither a government nor a citizen may disregard the 

authority of a constitution except is so far as the action can be justified by the law of 

nature. This indeed a higher law than constitution”. (Suatu konstitusi mengikat 

sepanjang sesuai dengan hukum alam, pemerintahn ataupun warga negara tidak dapat 

mengabaikan otoritas suatu konstitusi kecuali tindakan itu tidak dibenarkan oleh 

hukum alam. Inilah yang sebenarnya lebih tinggi dari konstitusi).64 

Dengan demikian, putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan 

kepada periwtiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah 

penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar pada norma umum berupa 

undang-undang dan kebiasaan. Norma umum juga merupakan penerapan dan 

pembentukan hukum yang bersandar pada norma dasar berupa konstitusi. Begitu pun 

norma dasar bersandar pada grundnorm yang bersifat metayuridis atau natural law. 

Pendapat Otje Salman yang menggambarkan norma bersifat hierarkhis dalam 

arti hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. 

Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah dan di atasnya undang-undang 

dan kebiasaan, diatasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya grundnorm. 

Perumusan yang demikian menimbulkan persepsi adanya hierarkhis mutlak dalam 

susunan tersebut. Gambaran ini sesuai dengan pendangan legistis yang dipelopori 

oleh Montesquieu dan Rousseau. Aliran legisme pada pokoknya berpendirian bahwa 
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hakim hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang dan tidak boleh 

melakukan pekerjaan pembuat undang-undang.65 

Berbeda dengan hal tersebut, sebagai reaksi terhadap aliran legisme lahirlah 

ajaran hukum bebas atau ajaran menemukan hukum dengan bebas (vrije 

rechtsvinding), yang dalam perkembangannya berpendirian bahwa hakim tidak hanya 

menambah undang-undang dari anasir hukum bebas, melainkan juga melakukan 

koreksi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan hukum bebas.66 

Hans Kelsen nampaknya bermaksud menengahi terhadap kedua paham yang 

bertentangan tersebut. Terlihat dari perkembangan peranan pengadilan yang tidak 

hanya sebagai pelaksana norma-norma hukum umum yang sudah ada sebelumnya, 

tetapi juga mengubah hukum di bawah kondisi tertentu. Putusan pengadilan adalah 

suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah 

pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus 

tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum 

pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa 

mendatang. Sebagaimana dijelaskan Hans Kelsen:67 

The judicial decision may also create a general norm. The decision may have 

binding force not only for the case at hand but also for other similar cases 

which the courts may have to decide. A judicial decision may have the 

character of a precedent, i.e., of a decision binding upon the future decision of 

all similar cases. 
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(Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan 

pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu 

yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin 

harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki 

karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan 

mendatang dari semua kasus yang serupa).68 

Ditambahkan: “It can, how ever, have the character of a precedent only if it is not the 

application of a preexisting general norm of substantive law, if the court acted as a 

legislator”. (Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai 

yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum 

dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak 

sebagai pembuat peraturan).69 

Bertitiktolak dari penjelasan Hans Kelsen di atas, Irfan Fachruddin 

mengemukakan bahwa putusan badan peradilan adalah indikator yang dapat 

menggambarkan dinamika nilai yang selalu berkembang dalam masyarakat.70 

Kontribusi pertumbuhan hukum yang berasal dari norma putusan badan peradilan 

adalah sangat luas.71 Ia dapat pula bernilai norma umum yang kemudian masuk 

menjadi materi undang-undang, dan adakalanya bernilai konstitusi, terlihat 

perumusan pengertian ajaran pemisahan kekuasaan oleh Mahkamah Agung (Supreme 

Court) Amerika Serikat.72 Hal demikian seperti diintrodusir oleh Hans Kelsen: “ . . . 

all the power intrusted to government . . . , are devide into the three grand 
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departments, the executive, the legislative and the judicial”. (Seluruh kekuasaan yang 

dipercayakan kepada pemerintah . . ., dibagi ke dalam tiga bidang utama yaitu 

eksekutif, legislatif dan yudisial).73 

Oleh karena itu, subjek hukum harus mengindahkan juga norma itu dalam 

persiapan melakukan suatu tindakan. Di negara-negara Anglo Saxon (common law 

system) putusan hakim sangat mengikat, sedangkan di negara yang menganut sistem 

hukum civil law (Eropa Kontinental) putusan hakim tidak mengikat hal lainnya sebab 

disini tidak dianut sistem the binding force of precedent (stare desicis). Apabila 

hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pada putusan hakim 

terdahulu apalagi putusan itu dijatuhkan oleh hakim yang lebih tinggi bukan berarti 

asas ketidakterikatan hakim pada putusan terdahulu telah berubah, tetapi disebabkan 

oleh the persuasive force of precedent. Putusan hakim terdahulu dalam perkara yang 

serupa wajib diikuti oleh hakim lain.74 Sumber hukum ini lazim dinamakan dengan 

yurisprudensi, singkatnya dapat dikatakan sebagai ajaran hukum yang dikembangkan 

dan dipertahankan oleh hakim pengadilan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, E. Utrecht mengemukakan, hukum 

yurisprudensi adalah hasil suatu penentuan dengan sengaja yang oleh hakim 

dilakukan untuk membedakan mengenai mana yang merupakan hukum dan mana 

                                                             
73 Hans Kelsen, Loc.Cit. 
74 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, 1993, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1993. h. 45. 



38 

 

 

yang tidak.75 Putusan hakim yang menjadi penilaian konkret dalam suasana realitas, 

kemudian diabstraksikan sehingga menjadi behoren orde, suatu petunjuk hukum yang 

menyatakan bagaimana orang seharusnya bertindak dalam pergaulan masyarakat. 

Juga hakim dengan peradilannya menjadi suatu “determinant van rechtsvorming”, 

salah satu yang membentuk hukum.76 

Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia dikenal 2 (dua) macam 

yurisprudensi, yaitu “yurisprudensi tetap” dan “yurisprudensi tidak tetap”. Yang 

terpenting adalah yurisprudensi tetap, yang terjadi karena suatu rangkaian atau 

rentetan putusan yang sama, atau karena beberapa putusan merupakan putusan yang 

baku, putusan yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan (standaard-arrest). 

Suatu standaard-arrest menjadi pegangan bagi kalangan fungsionaris pengadilan tata 

usaha negara, dan selayaknya jadi bahan pertimbangan bagi penyusunan undang-

undang, begitu juga pedoman bagi subjek hukum termasuk pejabat pemerintah dalam 

mengambil kebijakan dan melakukan tindakan, sebagai bentuk upaya penyesuaian 

tindakan pemerintah dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. 

2.3.3. Penggolongan Putusan 

 Walaupun landasan yang mendasarinya berbeda, hukum acara peradilan tata 

usaha negara pada batas-batas tertentu mempunyai persamaan dengan hukum acara 

peradilan perdata, tentu saja dengan perbedaan yang cukup besar terutama pada 
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karakter hukum publik yang mendasarinya. Sistematika jenis-jenis putusan putusan 

dalam hukum acara perdata mungkin juga dapat digunakan dalam menentukan 

pembedaan jenis putusan pada hukum acara peradilan tata usaha negara. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan pada angka ke-5 penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

 Dalam kepustakaan hukum acara perdata, putusan badan peradilan dapat 

dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yakni putusan sela (tussen vonnis) dan putusan 

akhir (eind vonnis). Putusan sela atau putusan antara, berfungsi untuk memperlancar 

pemeriksaan perkara. Sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat 

secara terpisah, tetapi dibuat dalam berita acara persidangan. Putusan ini dibedakan 

menjadi putusan praeparatoir, interlocutoir, incidenteel dan provisioneel.77 

 Putusan praeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, putusan 

akhir, putusan ini tidak mempengaruhi pokok perkara atau putusan akhir, misalnya 

putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak pengunduran 

pemeriksaan saksi.78 

Putusan interlocutoir adalah putusan yang memuat perintah pembuktian, 

misalnya putusan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.79 Pelaksanaan 

Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara mengenai wewenang hakim untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, 
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alat bukti yang digunakan dan pembagian beban pembuktian. Putusan interlocutoir 

dapat mempengaruhi putusan akhir. 

Putusan incidenteel adalah putusan yang berhubungan dengan suatu insiden, 

yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan yang sudah berjalan.80 

Misalnya, pelaksanaan ketentuan intervensi menurut Pasal 83 Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu putusan yang 

membolehkan atau menolak seseorang atau badan ikut serta dalam perkara melalui 

vrijwaring, masuknya pihak ketiga sebagai penanggung atau pembebas; voeging, 

masuknya pihak ketiga bergabung dengan salah satu pihak; dan tussenkomst, 

masuknya pihak ketiga membela hak-haknya sendiri. 

Putusan provisioneel adalah respons terhadap tuntutan provisioneel, yaitu 

permintaan pihak yang bersangkutan mengambil tindakan pendahuluan sementara 

guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.81 

Namun demikian, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak 

dikenal putusan provisioneel.82 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat 

Nomor: 052/Td.TUN/III/1992 menyatakan bahwa dalam hukum acara peradilan tata 

usaha negara tidak dikenal tuntutan provisioneel, yang ada hanyalah putusan 

penundaan pelaksanaan (skorsing) Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). 

Selain itu, hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal putusan yang 
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dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad). Bahkan, putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/TUN/1992 menyebutkan bahwa 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara melarang 

eksekusi putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu 

(uitvoerbaar bij voorrad) sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in 

kracht van gewijsde).83 

Jika dicermati lebih jauh, hakikat dari putusan penundaan pelaksanaan 

keputusan tata usaha negara, dapat diketahui bahwa: 1) Putusan itu diambil atas dasar 

permohonan supaya pengadilan mengambil tindakan pendahuluan (menunda 

sementara akibat yang ditimbulkan oleh objek sengketa) guna kepentingan pihak 

pemohon (mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar), Sebelum putusan akhir 

dijatuhkan. Kebelakuan putusan ini dapat dikatakan sama dengan putusan 

provisioneel; 2) Daya berlaku putusan ini bersifat serta merta, terhitung sejak putusan 

itu diberitahukan atau dibacakan, walaupun putusan akhir belum diambil, apalagi 

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Putusan ini menimbulkan akibat 

langsung setelah putusan dijatuhkan, dan momentum keberlakuannya dapat 

dipadankan dengan putusan yang dilaksanakan lebih dulu atau eksekusi putusan 

serta-merta (uitvoerbaar bij voorrad) sebelum adanya putusan yang berkekuatan 

hukum tetap (in kracht van gewijsde). 

Berbeda dengan putusan antara atau putusan sela (tussen vonnis), putusan 

akhir (eind vonnis) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara 

                                                             
83 Ibid. 
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dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat 

menerangkan atau menyatakan (declaratoir), ada yang bersifat menciptakan 

(constitutief), dan ada pula yang bersifat menghukum (condemnatoir). 

Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau 

menyatakan apa yang sah dan putusan yang menolak gugatan. Menyatakan keadaan 

hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon.84 Dalam hukum 

administrasi (administrative recht) tidak diperlukan adanya pernyataan sah suatu 

keputusan administrasi dalam hal gugatan ditolak. Karena terdapat asas/prinsip 

praduga absah yang populer dengan istilah “het vermoeden van rechtmatigheid” atau 

“presumtio justae causa”, yakni asas/prinsip yang menyatakan bahwa demi kepastian 

hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut 

hukum sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde) yang menyatakan sebaliknya.85 Asas/prinsip tersebut secara normatif diatur 

dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara yang oleh Hufron disebut sebagai instrumen perlindungan hukum bagi 

badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan (beschikking). 

Dikatakannya: 

Pada dasarnya pada setiap pejabat melekat atau inheren dengan perlindungan 

hukum. Hal ini tercermin dari prinsip “presumptio iustae causa atau vermoden 

van rechtmatige” atau lebih dikenal dengan prinsip praduga absah, di mana 

setiap keputusan  dan/atau tindakan pejabat harus dianggap sah sepanjang 

                                                             
84 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif DI Indonesia, 

Liberty, Yogyakarta, 1997. h. 199-200. 
85 Ibid. 
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tidak ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewisjde) yang menyatakan sebaliknya.86 

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu 

keadaan hukum baru, yang pada umumnya tidak memerlukan pelaksanaan, karena 

tidak ada penetapan hak atas suatu prestasi.87 Perubahan keadaan atau hubungan 

hukum itu terjadi pada saat putusan itu diucapkan. Misalnya pernyataan batal atau 

tidak sah keputusan tata usaha negara yang disengketakan menurut ketentuan Pasal 

53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara. Putusan 

declaratoir dan constitutief tidak memerlukan upaya pemaksa, karena sudah 

mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan dalam pelaksanaannya. 

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang 

dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan ini diakui hak penggugat atas 

prestasi yang dituntutnya. Pada putusan condemnatoir terdapat kekuatan mengikat 

dan alas hak eksekutorial, penggugat dapat melaksanakan dengan paksa (execution 

forces) melalui pengadilan apabila pihak yang diwajibkan melaksanakan tidak 

memenuhi materi putusan dengan suka rela. Misalnya, kewajiban seperti yang 

termuat dalam Pasal 95 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu kewajiban 1) menerbitkan keputusan pengganti; 

2) melakukan pancabutan keputusan yang dinyatakan batal atau tidak sah; 3) 

                                                             
86http://surabayapost.net/berita-pemda-tidak-boleh-ragu-mengambil-terobosan-untuk-

membangun-daerah-bag-2.html diakses tanggal 19 Januari 2017 Pukul 14.03 WIB 
87 SF. Marbun, Loc. Cit. 
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melakukan pencabutan dan menerbitkan keputusan baru. Lebih dari itu, dapat disertai 

dengan, 4) kewajiban membayar ganti rugi; 5) dalam sengketa kepegawaian dan 

sejenisnya kewajiban melakukan rehabilitasi.88 

Dilihat dari sudut pandang gugatan, ketentuan Pasal 97 (7) Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai beberapa sikap 

hakim terhadap gugatan, yaitu: 1) Gugatan dinyatakan gugur, ini terjadi dalam hal 

penggugat tidak hadir di persidangan pengadilan meskipun telah beberapa kali 

dipanggil dan diperingatkan secara patut atau dalam hal penggugat meninggal dunia; 

2) Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini terjadi apabila gugatan dipandang 

tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Putusan ini tidak membawa 

perubahan apa-apa baik terhadap objek maupun terhadap subjek dalam sengketa;89 3) 

Gugatan ditolak, hal ini terjadi apabila dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan, 

dengan kata lain keputusan yang menjadi pangkal sengketa telah dikeluarkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (wetmatigheid) dan sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur); 4) Gugatan dikabulkan, dengan diktum ini berarti bahwa gugatan dianggap 

berdasar seluruhnya atau sebagian. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi 

pangkal sengketa dalam perkara administrasi adalah “Keputusan Tata Usaha Negara” 

                                                             
88 Sjachran Basah, Hukum Acara . . . Op. Cit., h. 56; R. Subekti, Hukum Acara . . . Op. 

Cit. h. 127; Soepomo, Hukum Acara . . . Op. Cit. h. 94; SF. Marbun, Peradilan Administrasi . . . Op. 

Cit. h. 319; Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara . . . Op. Cit. 184. 
89 Sjachran Basah, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Administrasi, Kerjasama 

Indonesia-Belanda, Bandung, 1987. 
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atau yang dikenal dengan istilah beschikking.90 Karena itu, diktum putusan intinya 

adalah berupa pernyataan batal atau tidak sah pangkal sengketa yang diperkarakan.91 

2.4. Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Menurut R. Soepomo, Eksekusi adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat 

yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan 

untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi 

isi putusan dalam waktu yang ditentukan.92  

Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht). 

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau 

dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi 

adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi 

administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (dwangsom).93 

Bertitik-tolak pada pengertian di atas, dalam konteks eksekusi putusan 

pengadilan tata usaha negara, maka dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis sebagai 

berikut: 

 

                                                             
90 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di 

Indonesia, Alumni, Bandung, 1997. h. 245; Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Peradilan 

Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, 

Jakarta, 1993. h. 161. 
91 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, 

Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993. h. 135. 
92 R. Soepomo, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bayumedia Publishing, 

Bandung, 1984. h. 105 
93 Indroharto, Usaha Memahami . . . ., Op.Cit. h. 87 
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1) Eksekusi Otomatis. 

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 

dan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua 

Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pegadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat 

tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalamwaktu 14 

(empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang 

Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 

14 (empat belas) hari kerja. Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan 

pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya 

memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara 

otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan 

hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan 

pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal 

tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi. 

Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. 

Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum 

tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan obyek sengketa, maka 

KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Undang-undang Nomor 

51 Tahun 2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”, 
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tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka obyek yang 

disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Menurut Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Ketua 

Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau 

tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi 

mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh 

Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita 

(Mahkamah Agung, 2008: 66). Sesuai sifat dari KTUN masih perlu mempublikasikan 

pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa KTUN yang bersangkutan 

sudah tidak berkekuatan hukum lagi. 

2) Eksekusi Hierarkis. 

Eksekusi hierarkis diatur oleh Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus 

melaksanakan kewajibannya melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan 

KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan 

kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka 

penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar memerintahkan 

tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tidak mau 

melaksanakannya (berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut 
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jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima 

pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat 

melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya 

maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan 

melaksanakan putusan Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986). Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang 

Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk 

mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan 

pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga 

mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi 

pengawasan. 

3) Eksekusi Upaya Paksa. 

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis tingkat keberhasilan 

pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, yaitu 

30 sampai 40 persen. Dengan lahirnya mekanisme “upaya paksa” ini, banyak pihak 

yang menaruh harapan bahwa instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang 

signifikan bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di masa 

mendatang. Pembaharuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan 
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ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah 

mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari “eksekusi 

hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Perubahan ini adalah sebagai koreksi terhadap 

lemahnya kekuasaan (power) badan peradilan yang memberikan peraturan 

perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak 

pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan. Ditentukan pada ayat (3) 

pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan 

harus melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 

dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan 

fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan kepada 

pihak tergugat (menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, 90 (Sembilan 

puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, 

penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada 

tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan 

tersebut. Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya tidak 

mengubah cara upaya paksa ini. Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk 

melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak bersedia 

melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa 

berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan 

pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
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“diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya 

ketentuan tersebut”. 


